
3. Undang-Undang Nomor 12 T"hnn 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noruor 82,
Tambahun Lembaran Negara Republik lndollr.:sia Nomor
5134);

tentang
dalam

2. Undang-Undang NomoT 13
Pernbenrukan Daerah-Daerah
Lingkungan Propinsi Jawa Teogah;

Tahun 1950
Kabupaten

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAliA ESA

BUPATl GROBOqAN,

a. bahwa untuk mclaksanakan ketenruan Pasal 35 Peratnran
Meritesi Dalam Neger! Nomor 12 'rabun 2017 tentang
Pedornan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Umt Pelaksana Teknis Daerah, perlu merubah Peraturan
Bupati Grobogan Nornor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, 1'ugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdaearkan pertimbangan sebagaimana diuiaksud
dalam huruf a di atall, perlu mcnerapkau Peraturan eupau
tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupad GroboganNomor
51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Urruan Tugas -Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;

L Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuhllk

Indonesia Tahun 1945;

Menimbang

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OROBOGAN NOMO~ 51 TAHUN 2016

TENTANO KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TUGAS POKOK,
FUNCSI, URMAN TUCAS JADA1'AN DAN 'TATA KE:;RJA

DINAS PENDIDTKAN KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN
PROVlNSI JAWA TENGAH

,



PERATURAN DUPATJ TEi'{rANG PERUBAHAN ALAS

PERATURAN BUPAT) UROBOGAN NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KI'!;DUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

POKOK, FUI'fGSI, URAIANTUGAS JABATAN DAN TATA
KERJA

DINAS PENDIDIKAN J<ABUPATENGROBOGAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

8. Peraruran Daerab Kabupaten Grobogan Nemer 15 Tabun
2016 tentang Pembentukan dan Susun.an Perangkat
Daerab (Lerabaran Dar-rah Kabupaten Grobogan Tahun
2016 Nomor 15. Tarnbahan Lemha"8ll Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 15);

7 Peraturan Menren Dalcm Ncgc:ri Nomor 12 Talrurr 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasiflkasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Oaerah (l:Senm Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nemor 451);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
rabun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

,

4.' Undang-Undang Nemer 5 Tahun 20]4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembatan Negara Republik Indoneaia Tahlln
2014 Nomor 6. Tatnbahan LemhAr::m Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Namor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik: Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unrlang
Nemer 9 1'ahun 2015 tentang Penlbahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomnr ?.3 Tahun 2014 renrang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor li8, Tambahan Lcrnoaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679)•..
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9. Jabatan Fungsional Tertcntu adalah kedudukan yang
menunjubn tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seamug pegawai negeri sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang
didasarkan pada keahlian danjauu keterampilan unruk

mencapai tujuan organisasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkai

lWfD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan.

8. Kepala llT'TD C1dalahKepala uno eli lingkungan Dinas
Pcndidikan Kabupaten Grobogan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekret.ari.s De.crall Kabupaten
Grobogan.

5. Omas Pendidikau yang se\anjutn)'a disebut Oinas ada:ah
Dina.$Pcndidikan Kabupaten Grobogan

6. Kepala Oinas adalah Kepalo.Dinas Pendidikan Kabupaten
Grobogan.

1. Daerah adalah Kabupaten Orooogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Supan sebagai rmsur

penyclenggara pernerintahan daerah yang memimpin

petaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenanf.an daerah ot<lUO'm.••

Beberapa kct::nruan dalam Peraturan Bupati Grobogan l'omor 51
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organieasi, Tugas
Palco\{. Fungsi. Uraian Tul'.as Jabatan dan "ala Kerja Oinas

Pendidikan Kabupaten Grobogan [Berita Daerah Kabupaten
Grooogan Tahun 2016 Nomor 51) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuar, Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal I
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ayat (1) tercanrum dalarn LampircUII. Lamplfan tt,
Lampiran fII dan Lrunpiran N yang merupakan bagian
tidak terpis::mkan dali Peraturan Bupati ini.

b. Kclornpok Jabatan Fungsional Tertentu.

(4) Bagan organisasi UPTD sebagaimana dilllakSUd pacta.

c. Kelompok -Jahatan FungsionaJ Ter tentu.

(3) SusunClII Organlsasi Satuan Pendldikan Formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. l~rrtiri dari:

a. Kepala;dan

b. Kepala Sub Bagian Tara Usaha; dan

a. Kepala;

\.'2) ~Ul';'\lI\an (,)'rv,an\~all.\.~a\uan. ?em1\Oi~an ~()ni(\nnal.

Sejenis sebagalmana dimaksud pada ay.1.t (11hurur a.
terdiri dari :

3. Sekolah Menengah Pertama NCl!,ert.

2. Sekolah Dasar Negeri: dan

1. Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

a. Satuan Pendidikan Nonfoonal Sejenis, yakni
Sanggar Keglatan Belajar;

b. Satuan Pendidikan Formal, terdiri dan:

•

P) Dengan Peraturan Bupan ini dibentuk UPTn. terdiri
dari:

Pasal25 •

2. Kerentuan PasaJ 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

11_Satuan Pendidikan ada1ah kelompok layanan pendidikan

yang menyelenggarakan pe~didikan pada jalui formal,
non formal dan informal pads setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

rertcnru
sesuai

fungsional
kelompok

tenaga ahli dalarn jenjang jabaten
yang terbag] dalam berbaga]
keahliannya.

10. Keloopok Jabaran Pungsional Tertenru adalah kumpulan

jabatan funRsional tcrtenru yang terdin dan sejumlah
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ll\ Sang,y,ar Keg,iatan Be\a)ar dip\m-pi.n oleh 'Kepala Snnl1£ar

Kegiatan Belajar yang berkcdudukan di bawah dan

ber .....nggung jawab kepadaKepala Dinas dan dijabat oleh

jabatan fungsional tertentu pamong belajar yang

diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang
undangan.

('2) Kepala Sanggar I<egiatan Bc:lajar sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), mempunyai tugas pokok penyelenggaraan
program pendid.kan non formal serta mernbuat
percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan
program pendidikan nonformal.

(3) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dnlam mclaksanakau

tugas pokok eebegaimena dirnaksud pada ayat (2) dan
",yet (3), mempunyai uraian rugas jabatan

a. menyusun rencana dan program kegiatan Saruan

Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan rabun sebeJumnya
dan peraturan perunrlang-undangan;

b. menjcbarkan permtah arasan melalui peogkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
c. membagi rugas kepada bawahan sesuai lingkup

tugasnya serta mernberikan arahan dan perunjuk baik
secara lisan maupun terrulis guna mcningkatkan
kelancarun pelak3anaan tugas,

•

Pasal '28

Sanggar Kegiatan Belajar

6. Ketenruan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

Paragraf2

4. Pasa127 dihapus.

5. Ketentuan ParagraI 2 Bagian Kedua BABV diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

3. Pasal'26 dihapus.
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p. melakeariakan pengendahan muru dalam pelaksanaan
program Pendidrkan Non Formal (PNF);

q. membangkitkan dan menumbuhkan kem~ua.n

masyarakat dalam rangka tercipranya masyaraknf
gemar belajar;

i. melaksanakan pendampingan bagi saruan perididikan
lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Annk

USia Dini (PAUOJ dan Pendidikan Masyarakat (PM1;

J. membuat dan melak=akan percontohan program
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDj dan Pendidikan
Masyarakat (PM);

k. mengemtangkan kurikulurn dan baban belajar rnuatan
lokal bag! program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDI

dan Pendidikan Masyarakar (PM);

L sebagai pusat penyelenggararul pcnilaiau program
Pendidikan Anak USIO.Dim (PAUDJdan Pendidikan
Masyaraktlt (pMl;

m. melaksanakan pengabdian .masyarakat;

n, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegia tan
sektoral daIambidangPendidikan NonFormal (pNF);

o, membangun jaringan kerjasarna dengan dinas
instansi, dunia usaha dan indusui;

•

kebijakan teknis pendidikan non formal Sanggar
Kegiatan Se'.ajar;

g. menyelenggarakan program Pendidikan Anah Usia Drni
(PAUD) dan Penrtidikan Mosyarakat (PI\1);

h melaksanakan perubinaan pendidik dan tenaga
kependidikan saruan ~l:iidikan Non Formal PNF'1
lainnya;

penyusunanbahanpenyiapanr. melaksanakan

d. . melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak langsung umuk
mendapatkan informasi, rnasukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

e. mempelajari dan mengkaji peraruran perundang

undangan dan regulasi sektural terkait lamnya sebagai
bahan atau peduman untuk melaksanakan kegiatan.
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7. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan I (satu) pasa!.
yakni?asal 28,11. sehingga berbunyi sebagai berikur :

Pa.sa128A

(1) Sub Bagian Tara Usaha Sanggar Kegiatan Selajar diprmpir

oleh Kepsla Sub Bagian Tata Usaha Sanggar Kegratar

Belajar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

(?) Kepala Sub Bagian Tala Usaha Snnggar Kcgiaran Be1ajar
sebagaimana dimaJ.c3udpada ayat (1) mempuuyai tugal>

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Sanggar

Kegiatan 8elajar dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pernbinaan,
pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan eli
bidang administrasi umum, surat-rnenvurat, kepegawaian,
hubungan masyarakat, sarana A~m prasarana,

perlengkapan, urusan rumah tansga. protokol, perjalanari

berilcutnya;

w. menyampaikan saran dan perfuabangan kepada

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar pelaksanaan kegiatan berjalan Iancar dan optima!
serta untuk menghindari penyimpangan: dan

x. me1aksanakan tugas kedinasan lain eceuai dengan
perintah ataean.

•

sebagai bahan eval.uasi. dan pengarnbilan kebiJakan..

u. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai

Idnerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

v. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada aiasan
•

sanggar;

t, menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar;

II. mdaksanakan urusan :ata usaha dan l.ulla)! tangga

r., memotivasi dan membina warga masyarakat agar mau

dan mampu menjadi sumber belajar dalarn
pelaksanaan azas saling membelajarkan;
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dina's. kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan iii
lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar.

(3) Kepala Sub Bagian 'rata Usaha Sanggar Kcgiatan Belajar

dalam =e(aksana!tan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada aya; (2). mempunyai uraian tugas jabatan :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian
'rata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya dan
peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasa.o melalui pengkajian
permaeatehan dan peraruranperundang-undangan;

c, membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasnya serta memberikan arahari' dan petunjuk baik
secara Iisan maupun tettulis guna meningkAtkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

• d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal

baik secars langsung maupun tidak langsung unruk
mendo.patkan infermast, masukan, serta dalam rangka
sinkroni=>Clsidan harrnonrsasi pelaksanaan kegiatan;

e. mempeJajari dan mengkaji peraturan perundang
undangan dan regulasi sektoral terkait Iainnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. melaksanakan ketatausahao.n yang meliputi urusan
umurn, administrasi, sural-menyurat, pengelolaan
kcuangan dan pe:jaianan dinas eli lingkungan Satuan
Pcnditlikan NonFormal Sanggar Kegiatan 6eiajar;

g. melaksanakan penggajian pegawai, tun-angan.
kesejahteraan dan hak-hak keuangan -lainnya serta
pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Non Formal
Sanggar Kegiatan Belajar dan pertangungjawaball
keuangan:

h. rnclaksanakar,pengelolaan administrasi kepegawaian,
keriaik...n pangkat, kenaikan gaji berkaia, cuu,
pensiun, izin belajar, izin gelar, penyesuaian ijasah
untuk kenaikan pangkat, usul pengangkatan menjadi

Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai, Asuransi
Kesehatan, Kartu Tabungan Pensiun dan hak hak
kepegawaian Jainnya;
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q. membuat Iaporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

T. merryarnpaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan baik lisan maupun tertulis bcrdaearkan kajian
agar peiaksanaan kegtatan berjalan lanoar dan optimal
secta untuk menghindari penyimpangan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan

m. mclaksanakan penyu:!\unan,. laporan penyelenggaran

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar;

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) eli lingkungan Saruan

Pendidikan Non Formnl Sanggar Kegiatan Bclajar,

o. menyiapkan bahan pelaksanaanSistim Pengawasan
Internal Pemerintahan (SPlP) eli lingkungan Satuan
Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar:

p, melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan rnenilni

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secaro berkoJa
sesuai dcngan pcraruran perundang-uauaugan,

•

•

k. meJaksanakan J-Idayanan -administrast di Satuan
Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Bclajar;

L melaksanakan pemeliharaan, perawatan barang
barang inventaris milik pemerintah yang ada di Satuan
Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belaiar
untuk menunjang tugas:

I. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana,
perkantoran eli Ihglrungan Satuan Pendidikan Non

Formal Sanggar Kcgiatan Bclajar;

j. melaksanakan perneliharaan gedung, sarana dan
prasarana Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar
Kegiatan Belajar, kebersihan dan kerumahtanggan
kantor;
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12.Ketentuan Paragraf&I BagianKedua BAB V diuoah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal29

(11 Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah

Dasar Negeri, dijabar oleh jabatan fungeional tertentu

guru Sekolah Dasar yo.ng dibcrikan rugas tambahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Kepala Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud
padaayat (I), mempunyai tugas pokok penyeJenggaraan
program pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan
kebijakan pemerinrah dan Pemerintah Daei e..II.

11.Ketentuan Pasal J9 diubah setungga berbunyi sebagai
berikut :

Paragraf 3

Sekolah Dasar Negeri

10. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kedua RAE V diubah schmgga

berbunyi sebaga; berikur :

program
kebijakan

mempunyai tugas pokok penyeJenggaraan
Pendidikan ADak Osia Din] berdasarkan
pemerintah dan Pemermtah Daerah.

•Dini yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan
peraturan perundang-undMgan.

(2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (I),

9. Di antara Pasal 28A dan Pasel 29 disisipkan 1 (sam) pasal,
yakni PasaJ 28B sehingga berbonyi sebagai berikut :

Pasa, 2SB

11) Pendidikan Ariak Usia Dini Negeli dipimpin oleh Kepala
Sekojah Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, dijabat oleh

jabatan fungslonal tertentu guru Pendidikan ADak Usia

Pendidikan Anak Usia Dini Negeri

Paragraf2A

8. Di antara ParagraI 2 dan Paragraf 3 Bagian K,.dua BAB V

disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragrnf 2A sehingga
berbunyi sebagai berikirr :

-10-
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I-~)Uraian rugae dan fungsi Koordinaror sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pcndidikan

dipimpin oleh scorang Koordinator yang bcrasal dari
Pengawas Sekt:lah eli samping rugasnya sebagai pejabat

fungsionaJ atau dan pegawai Aparatur Sipil Negara
lainnya,

(1) Dengan Peracuran Dupati ini dibenruk Koordinator
Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja
non struktural.

Pasa! 30A

15.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (saw] pasal,
yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut :

KOORDINATOR WILAYAH

14. Di antara BAB V dan ~AB VI disisipkan 1 [satu] BAB. yakni
BABVAsehingga berbunyi sebagai berikut :

aABVA

Pasa! :30

(1) Sekolah Menengah Pertama Negeri dipimpin oleh Kepala

Sekolah Menengah Pertama Negeri, dijabat oleh jaoatan
fungsional tertentu guru Sekolah Menengah Pertana yang

diberikan tugas' tambahan sesuai deogan peraturan
perundang-undangan.

(2) KepaJa Sekolah. Menengall Peruuna Negen sebagaimana

dimaksud pada ayat (II. mernpuhyai tugas pokok
penyelenggaraan program petldidikan Sekolah Menengah
Pertama berdasarkan kebijakan pernerinrah dan

• Pemerintah Daerah,

13. Ketentuan Pasa! 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Sekolah Menerigah Pertama Negeri

Paragraf4
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BERlTA DABRAH KABUPATENGRbBOGAN TAHUN2018 NUMOR20

Diterapkan di Purwodadi
Mei 2018

Peraturan Rupati rnimulai berlaku fada tanggal diundangkan.

AS!U" setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati .ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

•

•Pasal Il

Penataan kembali pcrsonel, anggaran, sarana dan prasarana
serta serah terima dokumcn sebagai akibat penghapu san

UPrD berdasarkan Peraruran Bupati ini dilakukan paling
lama tanggal 1 Januari 2019.

Pasal39A

16. Di antara Pasal39 danPasal40 disisipkan 1(saru) pasal,yakni
Pasal39A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Penuniukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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•

SUBBAG
TEta Usaha

KeJDlJ)pok Jabatan
,,,,,,,",nalle:wttu

•

KEf'ALA

BAGAN ORGANISASJ

SANGGA.R KECIATAN BELAJAR

DJNAS PENDJDlKAN KABUI'ATET\ GROBOGA.'J

Peraturan BUI',uiGrobogan
JIIomor : 20 Talwn 2018
TanggaJ . C7 Hei 2018

Lampiran I
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KEPALA

l_ •Kdomjl9kJab""",
Fungsronal1 eetentu ..

SlJRBAC
Tara Usaha

Pela.ksana

BAGA~ ORGANlSASl

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DINAS PENDIDlKAN KABUPATEN GROBOGAN

PeraruranBupati Crobogan
Nemer : 20 Tahun zn 1f!
Tanggal : 07 Met 2018

Lampiran r
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•
I .

Kdoml'''\( Jabruan
~T==tu

p

""lnk.ana

•

KEPALA I

SF\GJ\N OR(;,W\SF\Sl
PEN'DIDII(t>.N ANAl<USIJ\ DIN1 NEGERl

DINAS PENDLDIl<AN KABUPI\TEN CRODOGAN

Pe.raturan Bupati Grobogan
Nomor 20 Tahun 2018
Tanggru : 07 Mei 2018

Lampiran II
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•
KEPALA

I
~Kekmtpok JablWin

l'ungs:'onat Tet1entn

,. Pclaksana

•

BAGAN ORGANISASI
SEK,OLAIf DASAR NEGERl

DINAS Pl!;ND[DlKAN KABUPATEN GROBOGAN

Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 20 Tahun 2018
Tanggw 07 Mel 2018
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